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                                             WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR  26  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50  

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  PEMERINTAH KOTA KEDIRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 

keuangan daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan 

kebijakan akuntansi tentang pengakuan beban LO pada 

PPKD khususnya beban bantuan sosial; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud 

pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri 

Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Kediri ; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor  16  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa  Barat  dan  

Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebagaimana  telah  diubah  

dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730); 

   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425) ; 

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 

2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan 



3 

 

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);  

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah 

Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 

Kediri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah 

Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 

KEDIRI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri 

Tahun 2014 Nomor 50) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Walikota Kediri : 

a. Nomor 54 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 54); 

b. Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 24); 

diubah sebagai berikut: 

1. Diantara paragraf 36 dan 37 pada Lampiran II.2 disisipkan 1 (satu) paragraf 

baru yaitu paragraf 36.a, berbunyi sebagai berikut: 

36.a.  Pemerintah daerah mengakui kewajiban atas pengajuan klaim 

berdasarkan berita acara hasil verifikasi yang belum terbayar hingga 

berakhirnya tahun pelaporan. 
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2. Ketentuan Paragraph 18 huruf (d) pada Lampiran II.5 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk 

uang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran 

belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat 

ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran 

bantuan sosial.  

Beban bantuan sosial yang berasal dari klaim pelayanan kesehatan diakui 

bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial dan pada akhir tahun 

diperlukan adanya penyesuaian atas kewajiban yang timbul/telah dibayar. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 29 Nopember 2019 

   WALIKOTA KEDIRI, 

               ttd. 

ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal  29 Nopember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                      ttd. 

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 26 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd. 

 
YOYOK SUSETYO H., SH. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19611216 199003 1 003 

 

 


